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MOTTO:

Tiada kata jera dalam perjuangan, sekali gagal bukan berarti gagal untuk

seterusnya. Belajarlah dari kegagalan dalam meniti prestasi menuju kemenangan.

Hidup adalah pola pikir. Baik buruknya kehidupan sangat ditentukan oleh pola pikir
itu. Dan sebaik-baik pola pikir adalah yang bersumber dari Al Qur’an dan Al
Hadist.
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KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadir‘at Allah SWT, karena atas perkenanNya
Jualah, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan rencana. Pembuatan sebuah
Tesis merupakan suatu persyaratan akademik yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa yang
akan menyelesaikan study pada Program Magister, tidak terkecuali Program Magister [Imu
Hukum.

Masalah-masalah aktual yang diangkat dan dianalisis dalan tesis ini adalah
dirancang sesuai dengan bakat dan minat penilis, tetapi tetap pada koridor konsentrasi
bidang kajian yang penulis geluti.

Tesis ini penulis titik beratkan pada soal agraria khususnya yang menyangkut aspek
penguasaan tanah. Tanah adalah benda tetap yan g sangat penting artinya bagi manusia dan
mahluk-mahluk lainnya di permukaan bumi. Karena ity tanah merupakan salah satu sumber
produksi selain modal dan tenaga kerja.

Meskipun Hukum Pertanahan Nasional sudah resmi berlaku 42 tahun yang silam,
nampaknya kehadiran Undang-undang itu belum mampu meredam keinginan dan upaya
masyarakat pedesaan umumnya dan khususnya masyarakat pedesaan/llokal Kabupaten
Sumbawa, Nusa Tenggara Barat untuk membuka dan menguasai tanah berdasarkan budaya
hukum mereka. Fakta inilah yang mengilhami penulis untuk merumuskan Judul “Budaya

Hukum Mengenai Penguasaan Tanah Negara Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi

Masyarakat Lokal Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat™.
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ABSTRAK

Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 disahkan dan dinyatakan berlaku
pada tanggal 24 september 1960. Sejak saat itu Bangsa Indonesia sudah mempunyai
Hukum Pertanahan yang bersifat nasional sebagai pengganti Hukum Agraria Kolonial yang
berlaku sebelumnya. Kendati Hukum Pertanahan nasional sudah ada dan berlaku lebih dari
42 tahun lamanya, dalam realitas, tidak dapat dipungkiri bahwa penguasaan tanah di
kalangan masyrakat pada berbagai daerah, tidak terkecuali masyarakat lokal Sumbawa,
Nusa Tenggara Barat, kerap dilakukan berdasarkan nilai-nilai/kaidah-kaidah sosial yang
hidup dan mentradisi. Meskipun nilai-nilai/kaidah-kaidah sosial itu tidak tertulis tetapi
senantiasa dipedomani dan dipatuhi anggota masyarakat setempat dalam bertingkah laku.
Nilai-nilai/kaidah*sosial dimaksud dalam pandangan Antropologi Hukum dikenal dengan
Hukum Rakyat (Non Statute Law). Jika nilai/kaidah sosial itu dikaitkan dengan sistem
hukum menurut Friedman, maka nilai/kaidah sosial tersebut termasuk dalam katagori unsur
budaya hukum. Hal inilah yang menjadi objek kajian penulis dalam tesis ini di bawah
rumusan judul: “Budaya Hukum Mengenai Penguasaan Tanah Negara Dalam Rangka
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal Kabupaten Sumbawa, Nusa Ten ggara Barat”.

Dengan judul di atas, penulis ingin memahami bagaimana wujud budaya hukum
penguasaan tanah oleh masyrakat lokal/pedesaan Sumbawa, pengakuan UUPA terhadap
tanah yang dikuasai atas dasar budaya hukum serta bagaimana relevansinya dengan
pengembangan ekonomi masyarakat peme gang hak atas tanah tersebut.

Penulisan tesis ini bersifat deskriptif analitis atas dasar hasil penelitian dengan
metode pendekatan normative dan empiris. Jenis dan sumber data adalah primer dan
sekunder. Data primer diperoleh di lapangan lewat penelitian dan data sekunder sebagai
data pendukungnya. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan langkah yang
bersifat umum yakni, reduksi data, display data serta mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, wujud budaya hukum penguasaan tanah oleh
masyarakat lokal (pedesaan) Sumbawa, NTB, dapat dilihat dari dua aspek yaitu, dari dasar
penguasaan dan persepsi masyarakat trhadap tanah yang dikuasai berdasarkan budaya
hukum. Tanah yang dikuasai atas dasar budaya hukum itu, mendapat pengakuan dari
UUPA, hal itu terlihat dengan dimungkinkannya pemegang hak atas tanah untuk
mendapatkan sertifikat hak milik, sebagai satu-satunya alat bukti hak yang kuat dalam
pandangan UUPA. Penguasaan tanah itu tidak serta merta dapat menunjang pengembangan
ekonomi masyarakat lokal (pedesaan) yang menguasai tanah, hal itu sangat tergantung
pada kondisi tanah/lahan yang mereka kuasai serta ketersediaan sumber mata air vang bisa
diandalkan untuk pengairan. '
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ABSTRACT

The Agrarian Main Act Number 5. 1960 was legalized and asserted to be valid on
September 24, 1960. Since then, Indonesian people had owned a national land Law which
replaced the previously applied Colonial Agrarian Law. Although the national Land Law
has been applied for 42 years, the reality shows that land ownership and domination system
in various areas, including the local society in Sumbawa, West Nusa Tenggara Province, is
performed on the basis of social values and norms.that still exist in society. Although the
social values and norm are the unwritten norms but they are always consistenly used and
obeyed by the lokal community members in all activities. The social values and norms, in
the perspective of Antrophologi of Law, are known as Non-Statute Law. When the social
values and norms are referred on legal system according to Friedman, they can be
categorized as legal culture. This is the main object of the analysis in this thesis entitled -
“Legal Culture about the Domination of State Land for the Development of Economy of
the Local Community in Sumbawa, West Nusa Tenggara”.

Through the title above, the writer tries to understand the type of legal culture of
land domination by the rural community in Sumbawa, the confession of the Aghrarian
Main Act towards the system of land domination on the basis of legal cultur and its
relevance to the development of the economy of the people who dominate the land.

This thesis is descriptive in nature in which the results of the analysis are obtained
through the application of normatif and empirical approaches. The type and source of data
are primary and secondary. The primary data was collected in the field through research
while the secondary data was made the supporting data. Then the data was analyzed
qualitatively following the general steps such as reduction of data, display of data,
summarizing and verification.

The research results indicates that legal culture of land ownership in Sumbawa,
West Nusa Tenggara, can be viewed in two aspects, those are, the basis of the land
domination and the community’s perception towards the land that they dominate based on
the legal culture. The Agrarian Main Act confesses the land domination through legal
culture which is indicated by the ownership of land certificate for the community members
who dominate the land, and the certificate is the only evidence of land ownership
considered valid and legal under the Regulation (Law). Howefer, it is found that the
domination of land does not contribute to the development of the economy of the rural
community, it depends on the condition of the controlled land and the provision of water
for irrigation.
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